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1. Pendahuluan
a. Latar belakang penyakit

Virus Polio adalah Virus yang termasuk dalam golongan Human Enterovirus yang bereplikasi di
usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (Brunhilde), strain-2
(Lansig), dan strain-3 (Leon), termasuk family Picornaviridae, Penyakit ini dapat menyebabkan
kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat
infeksi virus.

Kebanyakan orang yang terinfeksi (90%) tidak mengalami gejala atau gejala yang sangat ringan
dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain gejala awal yaitu Demam, kelelahan, sakit kepala,
muntah, kekakuan di leher dan nyeri di tuingkai.

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menangani wabah virus polio ini. Dengan
adanya resolusi WHO dan program The Global Polio Eradication Initiative pada tahun 1988, Indonesia
telah melaksanakan program imunisasi nasional polio selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 1995,
1996 dan 1997, serta telah berhasil memberantas virus polio di Indonesia sejak tahun 1996. Namun
pada 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio pertama di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat Sehingga dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2008, kasus polio tersebut berkembang menjadi
KLB yang menyerang 305 orang, dan tersebar di 47 kabupaten/ kota di 10 provinsi di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, tingkat vaksinasi anak secara global terhadap polio dan program
vaksinasi lainnya termasuk di Indonesia, mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari
pandemi COVID-19. Hal ini dapat berakibat pada penyebaran kembali virus polio di beberapa negara
termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, cakupan vaksinasi polio harus tetap tinggi dan upaya
pengawasan perlu terus ditingkatkan. Penemuan kasus polio baru-baru ini, termasuk di negara-negara
yang selama beberapa dekade tidak ditemukan lagi kasus polio, merupakan peringatan kuat bahwa
setiap negara tetap berisiko mengalami munculnya kembali kasus polio sampai virus polio dieradikasi
di seluruh dunia.

Imunisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kasus polio. Upaya untuk
meningkatkan capaian dan cakupan imunisasi perlu terus ditingkatkan. Selain itu pemerintah perlu
memastikan sistem surveilans kesehatan berjalan secara optimal, dan peningkatan edukasi dan
komunikasi kepada masyarakat melalui kerjasama para pemangku kepentingan termasuk peran aktif
para tokoh masyarakat untuk berkomitmen guna terus mempertahankan status bebas polio ini di
Indonesia.

Data Surveilans AFP dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Pada tahun 2022 memiliki nilai
AFP rate > 2 /100.000 Anak usia <15 Tahun (3.07), Pada tahun 2023 AFP rate > 2 /100.000 Anak
usia <15 Tahun (4.98) dan saat ini Tahun 2024 AFP Rate Kab. Bulukumba > 2/100.000 Anak < 15
Tahun (3.15)

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging
dalam hal ini penyakit Polio.

2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging
di daerah Kabupaten.

3. Dapat dijadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi
emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.

4. Dapat menjadi dasar perencanaan Penganggaran tahun berikutnya untuk kewaspadaan
penyakit infeksi emerging disease (Polio).
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2. Hasil Pemetaan Risiko
a. Penilalan ancaman

Penetapan nilai nsiko ancaman Polio terdapat beberapa kategon, yaitu Thinggi, S/sedang,
Rirendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Bulukumba, kategon tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di

bawah ini
NoJKATEGORI UBKATEGORI NILAI PER [BOBO|INDEX
KATEGORI | T (B) | (NXB)
1 Karaktenstik Penyakit katm’stik Penyakit (Iteratur/tim T 1385113 55
i)
2 Pengobatan rengobatan (iteratur/tim ahh) T 191 1191
3 tode Penanggulangan Penanggulangan Penularan S 10501105
ularan Penyakit yakit (literaturtim ahli)
4 an Penularan ahan Penularan Penyakit A 15161001
yakit di Masyarakat Perorangan (literatur/tim ahli)
5 ahan Penularan ahan Penularan Penyakit di S 1385140
yakit di Masyarakat syarakat (literaturtim ahli)
E [Risiko importasi isiko Importasi deklarasi PHEIC - T 847 |B47
O (literaturtim ahli)
7 [Risko importasi Risiko Importasi POLIO di wilayah S 847 085
indonesia
[3 Risiko penularan setempat [Risiko penularan setempat A 871 001
g wilayah Dampak wilayah (periode KLB) S 601 [060
10 JDampak ekonomi ampak ekonomi saat terjadi R g31 [oo07
readaan KLB
11 [Dampak ekonomi k ekonomi saat tidak terjadi R 522 J005
LB (AFP)
12 r)an-npak Sosial re(hatian media A 324 J000

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategon Ancaman Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada kategori
ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategon Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan
tim ahli.

2. Subkategori Pengobatan (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.

3. Subkategori Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literaturim ahli), alasan karena sudah
menjadi ketetapan tim ahli.
Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori
ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literaturtim ahli), alasan karena
sudah menjadi ketetapan tim ahli.
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2. Subkategori Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli), alasan karena
sudah menjadi ketetapan tim ahli.

3. Subkategori Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia, alasan karena sudah menjadi
ketetapan tim ahli.

4. Subkategori Dampak wilayah (periode KLB), alasan karena secara risiko di wilayah Indonesia
terdapat kasus yang menjadi ancaman di wilayah kabupate/kota di Indonesia.

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang,
R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Flo. TEGORI UBKATEGORI NILAI PER |BOBO| INDEX
KATEGORI | T (B) | (NXB)
1 r(arakteristik Penduduk |Kepadatan Penduduk T 1364 11364
2 r(etahanan Penduduk I% cakupan imunisasi polio 4 S 2799 1280
3 |Ketahanan Penduduk perilaku sehat (CTPS, PAMMK, R 3110 J0.31
BABS)
4 rakteristik sarana air minum tidak diperiksa dan| S 2074 |2.07
ingkungan Berisiko idak memenuhi syarat
[Transportasi Antar Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi ; 6.53 ]6.53
r(ablKotaf Provinsi

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kerentanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori
kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Kepadatan Penduduk, alasan karena kepadatan penduduk dengan nilai 13.64
merupakan kategori tinggi penularan penyakit atau tingkat keterpaparan yang tinggi

2. Subkategori Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi, alasan karena terdapatnya transportasi
antar wilayah kabupaten dalam provinsi dengan frekunsi yang tinggi atau setiap hari.

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori
kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori % cakupan imunisasi polio 4, alasan Karena persentase cakupan imunisasi polio
masih di bawah target nasional >90 % dan hanya di capai sebesar 71,9 %. Terjadinya
penurunan capaian disebabkan oleh kunjungan Polio 4 tidak memenuhi target karena terdapat
beberapa kasus KIPI sehingga para orang tua tidak lagi melengkapi dosis polio 4 nya.

2. Subkategori % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat, alasan karena
terdapat sarana air minum yang belum dilakukan pemriksaan sebesar 98,9 % dan yang belum
memunuhi syarat dari yang dilakukan pemeriksaan sebesar 33 %.
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c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/inggi, S/sedang,
R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

rNo.lKATEGORI SUBKATEGORI NILAI PER |[BOBO|INDEX

KATEGORI | T (B) | (NXB)

1 IKebijakan publik |Kebijakan publik R 352 Joo4

2 |Kelembagaan Il(elembagaan T 352 |352

3 |Program pencegahan dan  |Program imunisasi S 775 |0.78

ngendalian

4 |Program pencegahandan  |Pengobatan massal (PIN Polio) S 237 |024
engendalian

5 |Program pencegahan dan engendalian lingkungan dan S 3.15 |0.32
engendalian erilaku

F& ualitas program pencegahan |Kualitas program pencegahan dan S 6.66 1067
an pengendalian PIE engendalian PIE

7 t‘;asilitas Pelayanan [Fasilitas Pelayanan Kesehatan K 340 003
esehatan

Iﬂ Surveilans Surveilans (SKD) R 8.89 [0.09

[o [Surveilans Sasaran deteksi dini kasus Polio T 706 |7.06

[(human diseases surveillance)

10 [Surveilans Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di s a08 |09

Fasyankes (Puskesmas)

11 |Surveilans Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di T 1120]11.20
Fasyankes (RS)

12 |Surveilans Surveilans AFP T 1010} 10 10

13 lF‘E dan penanggulangan KLB ]PE dan penanggulangan KLB R 1206|012

14 lKapasitas Lab ]Kapasitas Laboratorium B2 175 018

15 IPmmosi rdledia Promosi Kesehatan T 948 |948

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kapasitas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 0 subkategori pada kategori
kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Abai, yaitu :

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori
kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Kebijakan publik, alasan karena tidak terdapat kebijakan dalam bentuk perturan
daerah maupun surat edaran hanya menjadi perhatian di lingkup internal bidang terkait

2. Subkategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alasan karena terdapat tim pengendalian kasus
polio yang belum terlatih dan memiliki sertifikat.
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3. Subkategori Ba. Surveillans (SKD), alasan karena terdapat pelaksana skdr yang belum
bersertifikat pelatihan, dan penyebarluasan media tidak melakukan publikasi.

4. Subkategori PE dan penanggulangan KLB, alasan karena terdapat Anggota TIM TGC yang
belum memiliki sertifikat pelatihan.

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Polio didapatkan berdasarkan pertanyaan dari
pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di
dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten
Bulukumba dapat di lihat pada tabel 4.

Emrmsi ulawesi salmnﬂ
ota |Bulukumba
Tahun 2025
RESUME ANALISIS RISIKO POLIO
Ancaman 27.97
nan 25.35
r(lpasim 44.74
FIS!KO 15.85
F'nju Risiko ISED ANG

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Polio Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Polio di Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2024,
dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 27.97 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar
25.35 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 44.74 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko

dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 15.85 atau derajat
risiko SEDANG

3. Rekomendasi

poe——

NO |SUBKATEGORI REKOMENDASI PIC TIMELIN| KET
E
1 |KEBIJAKAN embuat Surat edaran Bupati kepada  |Pj. Pengawasan JAgustus
luruh pemilik Sarana Air Minum terkait [Kualitas Airdi 2025
epatuhan pemeriksaan. inkes
2 IDAMPAK engusulkan Anggaran pengadaan j. Pengawasan JAgustus
eagen Pemriksaan sarana air minum Kualitas Air di 025
an pengiriman sampel ke Laboratorium |Dinkes
ujukan
|Pelaksanaan elaksanakan sosialisasi Rutin imunisasi |Pj. Imunisasi eptemb
an KIPI di daerah rendah cakupan r 2025
munisasi Polio
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PAK sulkan Anggaran Sosialisasi Lintas |Pj Imunisasi  Agustus
dan Monitoring Bulanan Program 2025
[SURVEILANS Pelatihan bagi petugas | Surveilans ustus
eilans di Puskesmas dan RS 025
B [SURVEILANS usulkan pengadaan Perangkat IP) Survellans ustus
aptop opersional bagi petugas 025
ilans di Puskesmas
[SURVEILANS usulkan dana pembelian pulsa untuk [P} Surveilans Mgustus
an SKDR serta anggaran website 2025
likasi penyebarluasan informasi
B KKEBIUAKAN Surat edaran Bupati kepada ). Program Agustus
pemilik Sarana Air Minum terkait |STBM 2025
epatuhan pemerksaan.

Bulukumba , 10 Juni 2025

M 77 _Mmad AErullah, S.Ked..M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19750712 200212 1 009
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TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT
POLIO

Langkah pertama adalah MERUMUSKAN MASALAH
1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS
Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:
a. Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas

b. Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori
kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi

c. Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori
kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggl) dan bobot tertingg|

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

a. Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga
subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.

b. Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah
(kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.

c. Untuk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti
karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.

d. Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.
Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No Subkategori |BobotNilai Risiko]
1 [Kepadatan Penduduk 13.64 T
2 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T
3 % cakupan imunisasi polio 4 27.99| S
I4 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S
Is % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS) 311 Ol R
Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan
No Subkategori |BobotNilai Risik
1 |Kepadatan Penduduk 13.64) T
2 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T
3 % cakupan imunisasi polio 4 27.99[ S
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Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

Subkategori lBohonllai Risiko}
E dan penanggulangan KLB 1206] R
Fa. Surveilans (SKD) 8.89 R
3 r(ebqakan publik 3.52 R
r rasilﬂas Pelayanan Kesehatan 3.40 R
F Fc Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas) 9.08 S

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No Subkategori [BobotNilai Risiko]
1 r(ebijakan publik 3.52 R
7] rasili!as Pelayanan Kesehatan 3.40 R
3 lsa Surveilans (SKD) 8.89 R

3. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti

a. Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaan
paling rendah/buruk

b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5SM (man,
method, material, money, dan machine)

Kerentanan
E Subkategori rnn rethod ratorial roney rachine
1 Eepadatan butuhka |Pelaksanaan esesuaian idak eterbatasan
enduduk jumlah OP di Semua Jruangan untuk ersedian |Perangkat PC
esesuaian elayanan laksaaan isolasijnya ng digunakan
lum sesuai an karantina nggaran [dalam meresporT
rdasarkan Jurutan Prioritas rdasarkan husus |Kejadian Luar
isi umlah penduduk jpenanggu|Bisa di fasilitas
han BOR sesuai angan elayanan
tandar) LB esehatan
ntuk
nyakit
olio

2 [Transportasi AntarfKebutuhan elaksanaan elum berjalan dak Keterbatasan

di Pintu laporan yang [ersedian |Perangkat PC
asuk rsumber dari ya ang digunakan
elabuhan laku perjalanan Janggaran [dalam merespo

lum arena belum husus ejadian Luar
ndapatkan ersedia perangkatjpenanggu|Bisa di fasilitas
lofikasi husus pelaporan jlangan
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Terbatasnya
tenaga
pelapor di
likasi

Syik

lalui Wilker BKK rang dengan LB layanan
ransportasi [Maksassar ejala memasuki Juntuk esehatan
arat labuhan Bira) jwilayah kabupatenjpenyakit
olio
cakupan urangnya idak Aplikasi Asyik
munisasi polio 4 nggaran ersedian [sering eror
sialisasi untuk |ya ehingga sulit
laksanaan nggaran jmelakukan
prog'-am imunisesl husu' polsporln
nanggu
angan
LB
ntuk
nyakit
olio

rothod ratarial ronay r!:chlne
lum idak tersedianya |Dukungan idak tersedianya
rsedianya IM Pengendalian fkebijakan pat koordinasi
OP yang olio Lintas sektor flanggaran intas sektor dan
engatur an hanya lingkup pengendalian [sistem monitoring
laksanaan inas Kesehatan |Polio belum an evaluasi
KB 4 Menteri aksimal intas sektor
laksanaan
unisasi
agai bagian
ngendalian
olio
2 |Fasilitas |Tim pengendalian Tidak adanya Tim Tidak
elayan Jkasus Polio di enggaran [dana yang pengendalian [terselenggaranya
askes sudah a rapat ia untuk kasus Polio di frapat koordinasi
hat ai pedoman, inasi elatihan TIM askes sudah |internal TIM
n api ada anggotajinternal TIM  |Penanggulanan suai engan Tim
im yang belum ngan Tim IE di RS dan oman, engendalian
ih endalian etapl ada asus polio di
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sus polio di tiapat rapat nggota tim  Hinas Kesehatan
inas oordinasi Fang belum an tidak
esehatan dan erlatih ersedianya
idak elatihan bagi tim
ersedianya S untuk
latihan bagi enanggulangan
im RS untuk IE (POLIO)
enanggulangaj
PIE (POLIO)
3 Pa. Ada beberapa erlunya Tidak tersedianya [Belum Website Publikasi|
urveila gas E:Iatihan bagi |dana pembelian rsediannya Felum ada
] urveilans belum tugas ulsa pelaporan [dukungan
(SKD) [diberikan surveilans baru]SKDR dan belum janggaran
latihan, ersdia laptop dan khusus
erbatasnya ngakat PC di ngendalion
tugas untuk emua olio di
ublikasi Puskesmas ulukumba

4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1 enolakan Imunisasi dari Masyarakat (Orang Tua Murid) Masih ada dan kebijakan local
ari keputusan SKB 4 Menteri tidak mendapatkan tindak lanjut sektor terkait

2 urangnya sosialisasi lintas sektor terkait pelaksanaan penegndalian Kasus Polio di
ilayah kabupaten dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi

3 fisiensi Dana dilakukan terhadap kegiatan kegiatan di pengendalian Kasus Polio karenaj
erdasarkan asumsi penganggaran bahwa tidak terdapat kasus sehinggga tidak waijib
ilaksanakan kegiatan kegiatan pegendalian.

4 ukungan Pimpinan terhadap Anggaran hanya untuk anggaran pelasanaan
ewaspadaan dini saja.

I5 ISebagian dari Anggota TIM TGC belum bersertifikat dan mengikuti pelatihan

5. Rekomendasi

NO | SUBKATEGO REKOMENDASI PIC TIllELlhq KET
RI E
1 |KEBIJAKAN embuat Surat edaran Bupati kepada j. Pengawasan JAgustus
luruh pemilik Sarana Air Minum terkait ualitas Airdi 2025
patuhan pemeriksaan. inkes
2 IDAMPAK engusulkan Anggaran pengadaan Reagen|Pj. Pengawasan JAgustus
emriksaan sarana air minum dan Kualitas Airdi 2025
ngiriman sampel ke Laboratorium inkes
ujukan
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an KIPI di daerah rendah cakupan r 2025

3 FF'eIaksanaan Melaksanakan sosialisasi Rutin imunisasi [Pj. Imunisasi Eeptembi
imunisasi Polio

ektor dan Monitoring Bulanan Program 2025

4 |IDAMPAK Mengusulkan Anggaran Sosialisasi Lintas  [Pj. Imunisasi Agustus
Imunisai

5 |SURVEILANS I:’Ielaksanakan Pelatihan bagi petugas IPi. Surveilans  |Agustus

urveilans di Puskesmas dan RS 2025
|SURVEILANS [Mengusulkan pengadaan Perangkat Pj. Surveilans  |Agustus
PC/Laptop opersional bagi petugas 2025
urveilans di Puskesmas

elaporan SKDR serta anggaran website 2025

7 ISURVEILANS [Mengusulkan dana pembelian pulsa untuk |Pj. Surveilans  JAgustus
ublikasi penyebarluasan informasi

Pj. Program Agustus

STBM 2025
6. Tim penyusun
fNolNama UJabatan Ilnstansi
1 |Faizal Johar Pasmar, SKM.,M.Kes [Pengelola Surveilans WDinas Kesehatan Kab . Bulukumba1
2
3
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